Menimbang: a.

Mengingat :

—

WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

bahwa teknologi informasi dan komunikasi mempunyai
peran untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik dan meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas
dan terpercaya memerlukan sistem pemerintahan berbasis
elektronik yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel,

.bahwa untuk meningkatkan kualitas tata kelola

pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan
publik perlu diberikan landasan dalam menghadapi
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang
didukung penerapan sistem pemerintahan berbasis
elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem
pemerintahan berbasis elektronik di daerah yang terintegrasi
dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional;

. bahwa Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 26 Tahun

2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sudah tidak
sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan
hukum sehingga perlu diganti dengan Peraturan Wali Kota
yang baru;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a ,huruf b, dan huruf c¢ perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik;

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



4.

10.

Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

.Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6905);

. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 112);

. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
233);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 994);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16
Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit
Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.






